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Informasi Artikel ABSTRAK

Riwayat Artikel: Permasalahan kebersihan lingkungan di Kelurahan Lubuk Lintang,
Diterima: 10 Agustus 2026 Kabupaten Seluma, tidak hanya berupa penumpukan sampabh, tetapi juga
Revisi Akhir: 22 September 2026 belum teraturnya koordinasi dan jadwal gotong royong. Kegiatan
Disetujui: 24 September 2026 pengabdian ini bertujuan memperkuat tata kelola kolaboratif dan
Terbit: 30 September 2026 mendorong penguatan modal sosial masyarakat melalui gerakan gotong
Kata Kunci: royong. Metode PkM mengadopsi prinsip Participatory Action Research
Gotong royong; (PAR) melalui identifikasi kebutuhan bersama mitra, perencanaan dan
Modal sosial; pembagian peran, edukasi, aksi gotong royong, monitoring, refleksi-
Partisipasi masyarakat; evaluasi, dan penyusunan mekanisme keberlanjutan. Kegiatan
Pengelolaan lingkungan; berlangsung selama tiga minggu, satu kali setiap minggu secara bergilir di
Tata kelola kolaboratif. RW 1, RW 2, dan RW 3, melibatkan 50 peserta dari unsur kelurahan,
@ i:'._.:.'*"'::@ masyarakat, mahasiswa KKN, Yonif TP 891/MS, dan Dinas Lingkungan
'._.'.:'B_l’:' Hidup. Evaluasi dilakukan secara deskriptif menggunakan daftar hadir,
e =t ?_" lembar observasi, dokumentasi sebelum-sesudah, dan diskusi evaluatif.

S

Hasil menunjukkan seluruh tahapan terlaksana, pembagian peran
antarpemangku kepentingan berjalan, lokasi sasaran tampak lebih bersih,
serta tersusun jadwal gotong royong rutin dan mekanisme koordinasi
lanjutan. Interaksi, kerja sama, dan tanggung jawab bersama selama
kegiatan menjadi indikasi penguatan modal sosial, meskipun belum
diukur dengan instrumen kuantitatif. Model ini dapat digunakan sebagai
acuan pengelolaan lingkungan partisipatif di tingkat kelurahan.

PENDAHULUAN
Permasalahan kebersihan lingkungan merupakan salah satu tantangan dalam
pembangunan berkelanjutan di tingkat masyarakat karena dipengaruhi oleh perilaku
masyarakat, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pengelolaan lingkungan
yang belum optimal. Kelurahan Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma,
memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.534 jiwa yang tersebar di 9 RT dan 3 RW.
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan koordinasi dengan Lurah, Ketua RW, tokoh
masyarakat, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma, masih ditemukan
beberapa titik penumpukan sampah, yaitu di tepi jalan pada RW 1, saluran drainase di
RW 2, dan area pekarangan menuju kawasan perkantoran di RW 3. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa pengelolaan kebersihan lingkungan masih memerlukan
penanganan yang lebih terkoordinasi agar dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Hasil analisis kebutuhan bersama mitra menunjukkan bahwa permasalahan prioritas
tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sampah, tetapi juga belum optimalnya
koordinasi pelaksanaan gotong royong serta belum tersusunnya jadwal kegiatan yang
terstruktur. Sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan, pelaksanaan gotong royong
belum memiliki mekanisme yang terjadwal sehingga partisipasi masyarakat belum
terkoordinasi secara sistematis. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah
Kelurahan Lubuk Lintang, Ketua RW, tokoh masyarakat, dan Dinas Lingkungan Hidup
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Kabupaten Seluma, disepakati bahwa diperlukan penguatan tata kelola kolaboratif
melalui pembagian peran yang jelas, peningkatan koordinasi, edukasi pengelolaan
lingkungan, serta penyusunan jadwal gotong royong yang dilaksanakan secara rutin.

Permasalahan lingkungan tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan
birokrasi yang bersifat hierarkis, tetapi memerlukan sinergi berbagai pemangku
kepentingan dalam suatu proses kolaboratif (Ahmad & Esposito, 2025; Mukhlis, 2022).
Dalam konteks tersebut, tata kelola kolaboratif (collaborative governance) berkembang
sebagai pendekatan yang menempatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan
organisasi masyarakat sipil sebagai mitra dalam menyelesaikan permasalahan publik
melalui pencapaian tujuan bersama (Van Dorsselaer et al., 2025). Analisis dalam kegiatan
pengabdian ini mengacu pada lima dimensi collaborative governance, yaitu starting
conditions, institutional design, collaborative process, capacity for joint action, dan collaborative
outcomes. Kelima dimensi tersebut digunakan untuk menjelaskan kondisi awal yang
melatarbelakangi kolaborasi, pengaturan kelembagaan, proses interaksi antarpemangku
kepentingan, kapasitas kerja sama, serta hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program
(Avoyan, 2023; Butler & Current, 2021; Van Dorsselaer et al., 2025). Dengan demikian,
keberhasilan tata kelola kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan berbagai
aktor, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, pembagian peran, komitmen bersama, dan
capaian yang dihasilkan.

Dalam pengelolaan lingkungan, tata kelola kolaboratif memiliki keterkaitan erat
dengan modal sosial yang meliputi kepercayaan, jaringan sosial, norma bersama, dan
hubungan timbal balik. Modal sosial berperan penting dalam mendorong tindakan
kolektif masyarakat, sedangkan lemahnya kepercayaan dan koordinasi dapat
menghambat keberhasilan program lingkungan (Jia et al., 2026; Zambrano-Gutiérrez et
al., 2023; Zhang & Gu, 2021). Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan
pengelolaan lingkungan dipengaruhi oleh kepemimpinan kolaboratif, komunikasi yang
terbuka, pembagian peran yang jelas, dan partisipasi aktif masyarakat (Farid et al., 2025;
Imron et al., 2021; Sihaloho & Rusliadi, 2025). Salah satu bentuk aksi kolektif yang masih
kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah budaya gotong royong. Selain
mencerminkan nilai sosial budaya, gotong royong menjadi mekanisme yang mampu
memperkuat kerja sama, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta
mempererat hubungan antarwarga dan antarlembaga dalam pengelolaan lingkungan
(Baudoin & Gittins, 2021; Butler & Current, 2021). Pelibatan masyarakat secara
partisipatif dalam pengelolaan lingkungan dapat meningkatkan pengetahuan,
kesadaran, dan keterampilan masyarakat sekaligus memperkuat kepedulian terhadap
pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Lysander et al., 2026).

Secara konseptual, tiga unsur utama pada fokus PkM ini—tata kelola kolaboratif,
gotong royong, dan modal sosial —dapat dipahami sebagai hubungan antara struktur
kerja sama, arena tindakan kolektif, dan sumber daya relasional. Tata kelola kolaboratif
menyediakan aturan interaksi melalui komunikasi, pembagian peran, pengambilan
keputusan bersama, dan kapasitas bertindak; gotong royong menjadi arena tempat
mekanisme tersebut dipraktikkan; sedangkan modal sosial tercermin pada kepercayaan,
jaringan lintasaktor, norma resiprositas, dan kemauan melanjutkan aksi bersama (Butler
& Current, 2021; Gonzaga & Pratama, 2025; Jia et al., 2026; Zambrano-Gutiérrez et al.,
2023). Dalam kegiatan ini, modal sosial tidak diukur sebagai konstruk psikometrik,
sehingga penguatannya ditafsirkan secara hati-hati melalui indikator observasional
berupa komunikasi antarpihak, pembagian tanggung jawab, keterlibatan dalam aksi
bersama, dan kesepakatan mekanisme keberlanjutan.
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Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan bersama mitra, tim pengabdian
menawarkan solusi melalui penguatan tata kelola kolaboratif dalam gerakan gotong
royong. Solusi tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, edukasi pengelolaan
lingkungan, pembagian peran antarpemangku kepentingan, penyusunan jadwal gotong
royong, serta pelaksanaan kegiatan secara rutin satu kali seminggu selama tiga minggu
di RW 1, RW 2, dan RW 3. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan koordinasi
antarpemangku kepentingan, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta mendukung
terbentuknya mekanisme pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Berbagai
kajian mengenai tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan menunjukkan
bahwa implementasinya masih banyak berfokus pada tingkat pemerintah daerah atau
institusi formal (Ahmad & Esposito, 2025; Butler & Current, 2021; Pratama & Roziqin,
2021; Wang & Zhao, 2021). Penerapan pendekatan tersebut dalam kegiatan pengabdian
berbasis gotong royong pada tingkat kelurahan masih relatif terbatas. Oleh karena itu,
kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi antarpemangku
kepentingan sekaligus memperkuat modal sosial masyarakat melalui pengelolaan
lingkungan yang partisipatif (Mukhlis, 2022; Pratiwi et al., 2024; Martitah et al., 2025;
Shidiq et al.,, 2024; Sari et al.,, 2024; Tuanaya, 2026). Pendekatan partisipatif juga
menempatkan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam penyelesaian persoalan
lingkungan dan membuka ruang kerja sama antara masyarakat, pemerintah, serta
institusi pendidikan (Basir et al., 2023).

Kegiatan pengabdian ini bertujuan menerapkan tata kelola kolaboratif dalam gerakan
gotong royong melalui penataan pembagian peran, penguatan koordinasi
antarpemangku kepentingan, edukasi pengelolaan lingkungan, dan penyusunan
mekanisme kegiatan berkelanjutan di Kelurahan Lubuk Lintang. Indikator keberhasilan
kegiatan meliputi tersusunnya jadwal gotong royong berbasis RW, terlaksananya
kegiatan secara rutin selama tiga minggu, keterlibatan 50 peserta yang berasal dari
Pemerintah Kelurahan Lubuk Lintang, masyarakat, mahasiswa KKN Universitas
Bengkulu, personel Yonif TP 891/MS, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma,
serta terlaksananya koordinasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan
lingkungan sesuai dengan pembagian peran yang telah disepakati (Gonzaga & Pratama,
2025; Martitah et al., 2025; Sari et al., 2024).

METODE PELAKSANAAN

Pendekatan PkM

Kegiatan ini mengadopsi prinsip Participatory Action Research (PAR) sebagai kerangka
pendampingan partisipatif. PAR menempatkan mitra sebagai pelaku yang terlibat dalam
identifikasi masalah, penyusunan rencana tindakan, pelaksanaan aksi, pengamatan hasil,
serta refleksi untuk perbaikan dan keberlanjutan program. Pendekatan tersebut relevan
dengan PkM berbasis lingkungan karena solusi dibangun bersama masyarakat dan
pemangku kepentingan, bukan diberikan secara satu arah; penerapan PAR pada
pengabdian lingkungan juga digunakan oleh Basir et al. (2023). Dalam artikel ini, PAR
dipakai sebagai kerangka proses PkM dan bukan sebagai desain eksperimen untuk
menguji hubungan sebab-akibat.

Lokasi, Mitra, dan Peserta

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Lubuk Lintang,
Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu pada saat pelaksanaan
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Bengkulu Tahun 2026. Lokasi dipilih berdasarkan
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hasil observasi awal dan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Lubuk Lintang yang
menunjukkan bahwa permasalahan kebersihan lingkungan masih menjadi prioritas
penanganan. Permasalahan tersebut ditandai dengan adanya penumpukan sampah di
tepi jalan RW 1, saluran drainase RW 2, serta area pekarangan menuju kawasan
perkantoran di RW 3. Selain berdampak pada kebersihan lingkungan, kondisi tersebut
memerlukan penguatan koordinasi dan partisipasi masyarakat agar pengelolaannya
dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Hasil identifikasi kebutuhan bersama mitra menunjukkan bahwa permasalahan
utama tidak hanya berkaitan dengan keberadaan sampabh, tetapi juga belum tersusunnya
mekanisme pelaksanaan gotong royong yang terjadwal serta pembagian peran
antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian difokuskan pada
penguatan tata kelola kolaboratif melalui koordinasi, pembagian peran, edukasi
pengelolaan lingkungan, dan penyusunan jadwal gotong royong secara rutin. Sasaran
kegiatan meliputi Pemerintah Kelurahan Lubuk Lintang, perangkat kelurahan, Ketua
RW, masyarakat, mahasiswa KKN Universitas Bengkulu, personel Yonif TP 891/MS, dan
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma.

Kegiatan melibatkan 50 peserta yang berasal dari berbagai unsur pemangku
kepentingan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Keterlibatan
tersebut mencerminkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan lingkungan
melalui koordinasi, pembagian peran, dan tanggung jawab bersama. Komposisi mitra
dan peserta kegiatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Mitra dan peserta kegiatan pengabdian

No. Mitra/Peserta Jumlah Keterangan
1 Lurah Lubuk Lintang 1orang Penanggung jawab kegiatan
2 Perangkat Kelurahan 7 orang Koordinator lapangan
3 Ketua RW 3orang Koordinator wilayah
4 Masyarakat 11 orang Peserta gotong royong
5 Mahasiswa KKN 10 orang Fasilitator kegiatan
6 Personel Yonif TP 891/MS 15 orang Mitra kolaborasi
7 Dinas Lingkungan Hidup 3orang Pendamping teknis
Total 50 orang

Tahapan Pelaksanaan

Operasionalisasi pendekatan PAR dilakukan dalam enam tahap yang saling berurutan,
yaitu: (1) identifikasi kebutuhan dan kondisi awal; (2) perencanaan kolaboratif serta
penyepakatan peran; (3) aksi berupa edukasi dan gotong royong; (4) monitoring proses
dan capaian fisik; (5) refleksi-evaluasi bersama mitra; serta (6) penyusunan tindak lanjut
dan mekanisme keberlanjutan. Alur tersebut memastikan bahwa mitra terlibat sejak
penentuan masalah hingga penyepakatan keberlanjutan program. Alur pelaksanaan
disajikan pada Gambar 1.

Tahap 1—identifikasi kebutuhan dan kondisi awal. Tim melakukan observasi
lapangan dan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Lubuk Lintang, Ketua RW,
tokoh masyarakat, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma. Tahap ini
memetakan titik penumpukan sampah, kondisi kebersihan, pola gotong royong yang
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telah berjalan, serta persoalan koordinasi yang menjadi dasar penentuan prioritas
program.

Tahap 2—perencanaan kolaboratif. Hasil identifikasi dibahas dalam koordinasi
bersama untuk menetapkan lokasi sasaran, jadwal pelaksanaan, dan pembagian tugas.
Pemerintah Kelurahan bertindak sebagai penanggung jawab dan koordinator, Ketua RW
sebagai koordinator wilayah, masyarakat sebagai pelaksana utama, mahasiswa KKN
sebagai fasilitator, personel Yonif TP 891/MS sebagai mitra kolaborasi, dan Dinas
Lingkungan Hidup sebagai pendamping teknis.

Tahap 3 —aksi kolaboratif. Kegiatan diawali dengan sosialisasi dan edukasi mengenai
kebersihan lingkungan, tanggung jawab bersama, dan pentingnya partisipasi
masyarakat. Aksi gotong royong kemudian dilaksanakan satu kali setiap minggu selama
tiga minggu secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3, dengan fokus pembersihan tepi
jalan, saluran drainase, lingkungan permukiman, serta area pekarangan menuju
kawasan perkantoran.

Tahap 4 —monitoring. Selama aksi berlangsung, tim menggunakan lembar observasi,
daftar hadir, dan dokumentasi sebelum-sesudah untuk mencatat keterlibatan unsur
pemangku kepentingan, keterlaksanaan pembagian peran, koordinasi lapangan, dan
perubahan visual kondisi kebersihan pada setiap lokasi sasaran.

Tahap 5—refleksi dan evaluasi. Setelah rangkaian aksi selesai, hasil observasi dan
dokumentasi dibahas bersama mitra melalui diskusi evaluatif. Forum ini digunakan
untuk menilai ketercapaian kegiatan, mengidentifikasi kendala partisipasi dan
koordinasi, serta merumuskan perbaikan program.

Tahap 6—tindak lanjut dan keberlanjutan. Berdasarkan refleksi bersama, mitra
menyusun jadwal gotong royong rutin berbasis RW, memperjelas penanggung jawab
koordinasi, dan menyepakati mekanisme monitoring serta evaluasi lanjutan agar
kegiatan dapat diteruskan setelah program pengabdian berakhir.

Start

!

Survel Lokasi

!

Hoordinasi dengamn hfitra

Sosialisasi dan Edulkasi
dengan hdasyarakat

!

Pelaksanaan SGobong Royong
dimgeis 1 - BV 1
BTlingew 2 - BRI 2
iimgein 5 0 RV 3

!

Monitoring Partisipasi
dan Capaian Fisik

!

Evaluasi Bersama Mitra

Penmnyusunan Jadwal Gotong
Royvong dan Mekanismes
Keberlanjutan

Ernd

Gambar 1. Diagram alir pendekatan partisipatif/ PAR dalam pelaksanaan kegiatan
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Evaluasi dan Analisis Data
Evaluasi kegiatan pengabdian dilakukan menggunakan instrumen berupa lembar
observasi, daftar hadir peserta, dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan, serta hasil
diskusi evaluatif bersama mitra yang meliputi Pemerintah Kelurahan Lubuk Lintang,
Ketua RW, tokoh masyarakat, mahasiswa KKN Universitas Bengkulu, personel Yonif TP
891/MS, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma. Observasi digunakan untuk
menilai keterlaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat, pelaksanaan pembagian peran,
efektivitas koordinasi antarpemangku kepentingan, serta perubahan kondisi kebersihan
lingkungan. Dokumentasi sebelum dan sesudah kegiatan dimanfaatkan sebagai bukti
visual perubahan kondisi lingkungan, sedangkan daftar hadir digunakan untuk
mengidentifikasi keterlibatan peserta dari setiap unsur pemangku kepentingan.
Keberhasilan kegiatan dievaluasi berdasarkan indikator operasional yang telah
ditetapkan, meliputi keterlaksanaan seluruh tahapan kegiatan sesuai rencana,
keterwakilan seluruh unsur pemangku kepentingan dalam rangkaian kegiatan,
terlaksananya kegiatan secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3 sesuai jadwal, adanya
perubahan kondisi kebersihan lingkungan berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi
sebelum dan sesudah, serta tersusunnya jadwal gotong royong rutin berbasis RW beserta
mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi lanjutan sebagai mekanisme
keberlanjutan program. Hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif dengan
membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan, kemudian dibahas
bersama mitra sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan program.

Tabel 2. Instrumen, indikator, dan kriteria keberhasilan evaluasi

Instrumen Indikator Kriteria Keberhasilan

Daftar hadir Keterwakilan unsur Keterwakilan seluruh unsur pemangku
pemangku kepentingan kepentingan tercatat dalam rangkaian
kegiatan dan jumlah peserta total 50 orang

Lembar observasi Keterlaksanaan tahapan Seluruh tahapan kegiatan terlaksana sesuai
kegiatan jadwal
Lembar observasi Koordinasi dan Setiap pemangku kepentingan
pembagian peran menjalankan peran sesuai kesepakatan
Dokumentasi Kondisi kebersihan Terlihat perubahan kondisi kebersihan
sebelum-sesudah lingkungan pada lokasi sasaran

Diskusi evaluatif dan  Keberlanjutan program  Tersusun jadwal gotong royong rutin

dokumen jadwal berbasis RW serta mekanisme koordinasi
lanjutan yang memuat pola rotasi wilayah,
pembagian peran, monitoring, dan
evaluasi

Tabel 2 menunjukkan bahwa evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan beberapa
instrumen yang saling melengkapi untuk menilai keterlaksanaan program. Setiap
instrumen memiliki indikator dan kriteria keberhasilan yang menjadi acuan dalam
mengevaluasi keterwakilan peserta, efektivitas koordinasi, perubahan kondisi
kebersihan lingkungan, serta keberlanjutan program. Pada indikator kehadiran, evaluasi
didasarkan pada keterwakilan seluruh unsur pemangku kepentingan dalam rangkaian
kegiatan dan jumlah peserta total 50 orang; data kehadiran setiap peserta pada setiap
pertemuan belum tersedia. Indikator keberlanjutan dibuktikan melalui jadwal gotong
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royong berbasis RW dan mekanisme koordinasi lanjutan yang disajikan pada Tabel 5.
Hasil evaluasi berdasarkan indikator tersebut menjadi dasar penyusunan hasil kegiatan
dan rekomendasi tindak lanjut bersama mitra.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pengabdian disajikan mengikuti tahapan pendekatan partisipatif/PAR agar
keterkaitan antara metode dan capaian program terlihat secara langsung. Kegiatan
berlangsung selama tiga minggu dengan frekuensi satu kali setiap minggu secara bergilir
di RW 1, RW 2, dan RW 3, serta melibatkan 50 peserta dari unsur kelurahan, masyarakat,
Ketua RW, mahasiswa KKN, personel Yonif TP 891/MS, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Capaian mencakup hasil proses kolaborasi, hasil aksi lapangan, monitoring perubahan
kondisi lingkungan, serta luaran refleksi berupa mekanisme keberlanjutan.

Pada tahap identifikasi kebutuhan dan perencanaan kolaboratif, tiga lokasi prioritas
ditetapkan, yaitu tepi jalan RW 1, saluran drainase dan lingkungan permukiman RW 2,
serta area pekarangan menuju kawasan perkantoran RW 3. Koordinasi kemudian
menghasilkan kesepakatan jadwal, lokasi, pembagian peran, dan mekanisme kerja.
Pemerintah Kelurahan menjadi koordinator, Ketua RW mengoordinasikan wilayah,
masyarakat menjadi pelaksana utama, mahasiswa KKN memfasilitasi kegiatan, personel
Yonif TP 891 /MS mendukung aksi lapangan, dan Dinas Lingkungan Hidup memberikan
pendampingan teknis.

Tabel 3. Ketercapaian hasil pengabdian berdasarkan tahapan partisipatif/PAR

Tahap PAR Capaian PkM Bukti/Luaran Status
Identifikasi Tiga titik prioritas kebersihan Catatan observasi dan Tercapai
kebutuhan teridentifikasi dan persoalan hasil koordinasi awal

koordinasi/jadwal gotong
royong dipetakan.
Perencanaan  Jadwal tiga minggu, lokasi, dan = Kesepakatan jadwal Tercapai
kolaboratif pembagian peran dan pembagian peran;
antarpemangku kepentingan Gambar 2 dan Tabel 4
disepakati.
Aksi Edukasi dan gotong royong Dokumentasi kegiatan =~ Tercapai
dilaksanakan bergilir di RW 1, dan daftar hadir; Tabel
RW 2, dan RW 3 dengan 4
keterlibatan 50 peserta lintas
unsur.
Monitoring Keterlaksanaan peran dan Lembar observasi dan Tercapai
perubahan visual kebersihan dokumentasi sebelum-
dipantau selama kegiatan. sesudah (Gambar 3)
Refleksi- Kendala partisipasi dan Hasil diskusi evaluatif =~ Tercapai
evaluasi koordinasi dibahas bersama

mitra sebagai dasar
penyempurnaan program.
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Tahap PAR Capaian PkM Bukti/Luaran Status
Tindak lanjut ~ Jadwal gotong royong rutin Dokumen jadwal dan Tercapai
& berbasis RW, penanggung jawab mekanisme
keberlanjutan  koordinasi, serta mekanisme keberlanjutan (Tabel 5)

monitoring dan evaluasi
lanjutan disepakati.

Tabel 3 memperlihatkan keterkaitan langsung antara enam tahapan pendekatan PAR
dan hasil PkM. Identifikasi kondisi awal menghasilkan fokus lokasi; perencanaan
menghasilkan jadwal dan pembagian peran; aksi menghasilkan pelaksanaan edukasi
serta gotong royong; monitoring menghasilkan bukti visual perubahan kondisi
lingkungan; refleksi-evaluasi menghasilkan identifikasi kendala dan perbaikan;
sedangkan tindak lanjut menghasilkan jadwal rutin serta mekanisme koordinasi,
monitoring, dan evaluasi keberlanjutan. Dengan demikian, hasil program tidak hanya
berupa pembersihan lokasi, tetapi juga berupa tata kerja kolaboratif yang
terdokumentasi dan dapat digunakan untuk ke

Gambar 2 memperlihatkan proses koordinasi sebelum pelaksanaan gotong royong.
Pada tahap ini, mitra menyepakati jadwal, lokasi, pembagian peran, dan mekanisme
kerja. Koordinasi tersebut menjadi landasan pelaksanaan kegiatan secara kolaboratif
karena setiap pihak memiliki tugas yang jelas sebelum kegiatan lapangan dimulai.
Setelah kesepakatan terbentuk, gotong royong dilaksanakan secara bergilir di RW 1, RW
2, dan RW 3. Perubahan kondisi lingkungan pada ketiga wilayah tersebut disajikan pada
Gambar 3.

Sebelum Sesudah
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Sebelum Sesudah

Gambar 3. Kondisi lingkungah sebelum dan sesudah pelaksanaan gotong royong di
RW 1, RW 2, dan RW 3

Gambar 3 memperlihatkan kondisi lingkungan sebelum dan sesudah pelaksanaan
gerakan gotong royong di RW 1, RW 2, dan RW 3. Berdasarkan hasil observasi dan
dokumentasi, titik yang sebelumnya terdapat penumpukan sampah, saluran drainase
yang kurang bersih, dan area pekarangan yang belum tertata tampak lebih bersih setelah
kegiatan dilaksanakan. Dokumentasi sebelum-sesudah digunakan sebagai bukti visual
capaian fisik sekaligus bahan evaluasi bersama mitra. Rincian waktu pelaksanaan, lokasi,
jenis kegiatan, dan aktor yang terlibat disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jadwal dan pelaksanaan aksi gotong royong selama program

Minggu Lokasi Kegiatan Aktor yang Terlibat
I RW1 Pembersihan tepi jalan Pemerintah Kelurahan,
dan saluran drainase Masyarakat, Mahasiswa KKN,
personel Yonif TP 891/MS
II RW 2 Pembersihan Pemerintah Kelurahan,
lingkungan Masyarakat, Mahasiswa KKN,
permukiman dan Dinas Lingkungan Hidup

saluran drainase

I RW3  Pembersihan area Pemerintah Kelurahan,
pekarangan menuju Masyarakat, Mahasiswa KKN,
kawasan perkantoran personel Yonif TP 891/MS, Dinas
dan fasilitas umum Lingkungan Hidup

Tabel 4 mendokumentasikan jadwal pelaksanaan gotong royong selama program,
yaitu satu kali setiap minggu selama tiga minggu secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW
3 sesuai kebutuhan lokasi. Pemerintah Kelurahan, masyarakat, dan mahasiswa KKN
terlibat secara konsisten, sedangkan personel Yonif TP 891/MS dan Dinas Lingkungan
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Hidup Kabupaten Seluma memberikan dukungan sesuai kebutuhan lapangan. Pola
keterlibatan tersebut memungkinkan sumber daya antarmitra digunakan secara saling
melengkapi. Pada akhir rangkaian kegiatan, lokasi sasaran di ketiga RW telah
dibersihkan dan mitra menyepakati jadwal gotong royong rutin berbasis RW beserta
mekanisme koordinasi, monitoring, dan evaluasi sebagai tindak lanjut. Dokumen
mekanisme keberlanjutan tersebut dirangkum pada Tabel 5.

Dokumentasi Jadwal dan Mekanisme Keberlanjutan

Pada akhir pelaksanaan, mitra menyepakati keberlanjutan gerakan gotong royong
melalui pola satu kali setiap minggu secara bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3. Pemerintah
Kelurahan dan Ketua RW berperan dalam koordinasi pelaksanaan, masyarakat menjadi
pelaksana utama, sedangkan mitra pendukung terlibat sesuai kebutuhan lapangan.
Monitoring dilakukan menggunakan daftar hadir, lembar observasi, dan dokumentasi
sebelum-sesudah, kemudian hasil pelaksanaan dibahas dalam evaluasi bersama untuk
menentukan tindak lanjut. Jadwal dan mekanisme yang telah disusun bersama mitra
disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jadwal dan Mekanisme Keberlanjutan Gotong Royong Berbasis RW

Komponen Kesepakatan/Mekanisme Penanggung Jawab dan
Bukti
Frekuensi dan 1x/minggu; bergilir RW 1, RW 2, dan Kelurahan dan Ketua RW;
rotasi RW 3. jadwal berbasis RW.
Koordinasi dan  Kelurahan mengoordinasikan; Ketua RW  Kesepakatan peran dan
peran mengoordinasikan wilayah; masyarakat =~ dokumentasi koordinasi
pelaksana utama; mitra pendukung (Gambar 2).
sesuai kebutuhan.
Pelaksanaan Pembersihan diarahkan pada titik Masyarakat dan mitra;
lapangan prioritas kebersihan sesuai kebutuhan dokumentasi sebelum-
tiap RW. sesudah (Gambar 3).
Monitoring Partisipasi, pembagian peran, koordinasi, Daftar hadir, lembar
dan perubahan kondisi kebersihan observasi, dan dokumentasi.
diamati selama kegiatan.
Evaluasi dan Hasil dibahas bersama mitra untuk Seluruh mitra; diskusi
tindak lanjut mengidentifikasi kendala dan evaluatif.

menyempurnakan jadwal serta
koordinasi siklus berikutnya.

Tabel 5 menunjukkan bahwa luaran keberlanjutan program tidak hanya berupa
kesepakatan untuk melanjutkan gotong royong, tetapi telah dirumuskan menjadi pola
operasional yang memuat frekuensi dan rotasi wilayah, pembagian peran, pelaksanaan
lapangan, monitoring, serta evaluasi. Mekanisme ini menjadi acuan bagi Pemerintah
Kelurahan dan Ketua RW untuk mengoordinasikan kegiatan lanjutan, sekaligus
memberikan bukti yang lebih jelas terhadap indikator keberlanjutan pada Tabel 2.

Perubahan yang teramati selama pelaksanaan kegiatan tidak hanya berupa kondisi
lingkungan yang tampak lebih bersih berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi,
tetapi juga terbentuknya pola koordinasi yang lebih terstruktur dalam pelaksanaan
gotong royong. Pemerintah Kelurahan memperoleh mekanisme pelaksanaan kegiatan
yang lebih sistematis melalui penyusunan jadwal gotong royong rutin berbasis RW.
Selama pelaksanaan kegiatan, masyarakat menunjukkan keterlibatan dalam komunikasi,
kerja sama, dan pelaksanaan gotong royong. Bagi mahasiswa KKN, kegiatan ini menjadi
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sarana pembelajaran dalam membangun kolaborasi dengan masyarakat dan pemerintah,
sedangkan bagi instansi pendukung, kegiatan ini dapat membentuk koordinasi dan
sinergi dalam pengelolaan lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.

Sebagai sintesis hasil, capaian kegiatan dipetakan ke dalam lima dimensi collaborative
governance — starting conditions, institutional design, collaborative process, capacity for
joint action, dan collaborative outcomes—serta dikaitkan secara deskriptif dengan
indikator modal sosial yang teramati selama program. Pemetaan ini tidak dimaksudkan
sebagai pengukuran kuantitatif modal sosial, tetapi sebagai kerangka wuntuk
menunjukkan hubungan antara proses kolaborasi dan dinamika relasional selama PkM.

Tabel 6. Pemetaan capaian PkM berdasarkan dimensi collaborative governance

Dimensi Capaian PkM Indikasi keterkaitan dengan
Collaborative modal sosial
Governance

Kondisi Awal Permasalahan kebersihan lingkungan =~ Mengindikasikan tumbuhnya
berhasil diidentifikasi melalui kepedulian masyarakat serta
observasi dan koordinasi dengan mitra membangun kepercayaan
sebagai dasar pelaksanaan gerakan terhadap pelaksanaan
gotong royong,. program.

Desain Terbentuk pembagian peran yang jelas Mengindikasikan

Kelembagaan antara Pemerintah Kelurahan, Ketua  terbangunnya koordinasi,
RW, masyarakat, mahasiswa KKN, tanggung jawab, dan sinergi
Yonif TP 891/MS, dan Dinas antarpemangku kepentingan.
Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan
kegiatan.

Proses Kolaborasi Koordinasi, sosialisasi, dan kegiatan Mengindikasikan adanya
gotong royong dilaksanakan secara komunikasi antarpemangku
bertahap di RW 1, RW 2, dan RW 3 kepentingan serta partisipasi
dengan melibatkan seluruh mitra. masyarakat dalam

pelaksanaan kegiatan.

Kapasitas Tindakan Seluruh mitra berkontribusi sesuai Mengindikasikan kerja sama

Bersama kapasitas melalui dukungan tenaga, antarmitra dalam penyelesaian
fasilitasi, edukasi, koordinasi, dan permasalahan lingkungan.
pendampingan teknis.

Hasil Kolaborasi Lingkungan tampak lebih bersih Mengindikasikan
berdasarkan hasil observasi dan terbentuknya kepercayaan,
dokumentasi, tersusun jadwal gotong  jaringan sosial, norma gotong
royong rutin berbasis RW sebagai royong, dan aksi kolektif
mekanisme keberlanjutan program. masyarakat.

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil PkM dapat dibaca sebagai rangkaian kolaborasi:
masalah bersama diidentifikasi, peran kelembagaan ditata, proses komunikasi dan aksi
bersama dilaksanakan, kapasitas lintasaktor dimobilisasi, dan luaran keberlanjutan
disepakati. Indikasi modal sosial tampak pada komunikasi lintasaktor, tanggung jawab
yang dibagi, kerja sama, serta kesediaan melanjutkan kegiatan; namun indikator tersebut
belum diukur menggunakan skala kuantitatif sehingga interpretasinya bersifat
deskriptif.
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Pembahasan

Pelaksanaan gerakan gotong royong di Kelurahan Lubuk Lintang menunjukkan bahwa
penerapan tata kelola kolaboratif mendukung efektivitas pengelolaan lingkungan
melalui keterlibatan aktif berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan program tidak
hanya ditunjukkan oleh kondisi lingkungan yang tampak lebih bersih berdasarkan hasil
observasi dan dokumentasi, tetapi juga oleh terlaksananya koordinasi, komunikasi, dan
partisipasi masyarakat selama setiap tahapan kegiatan. Kolaborasi antara Pemerintah
Kelurahan, Ketua RW, masyarakat, mahasiswa KKN Universitas Bengkulu, personel
Yonif TP 891/MS, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seluma membentuk
mekanisme kerja bersama yang mendukung penyelesaian permasalahan lingkungan
secara lebih terencana dibandingkan pelaksanaan gotong royong yang bersifat
insidental.

Salah satu perubahan tata kelola yang paling nyata adalah peralihan dari gotong
royong yang sebelumnya belum memiliki jadwal terstruktur menjadi mekanisme rutin
satu kali setiap minggu secara bergilir pada RW 1, RW 2, dan RW 3. Mekanisme hasil
pendampingan menempatkan Pemerintah Kelurahan dan Ketua RW sebagai
pengoordinasi, masyarakat sebagai pelaksana utama, serta mitra pendukung sesuai
kebutuhan lapangan. Monitoring melalui daftar hadir, lembar observasi, dokumentasi
sebelum-sesudah, dan diskusi evaluatif menjadikan jadwal tersebut bukan sekadar
daftar waktu, tetapi bagian dari mekanisme pengendalian dan keberlanjutan program
(Tabel 5). Pengaturan ini memperjelas desain kelembagaan dan kapasitas tindakan
bersama karena ritme kegiatan, tanggung jawab aktor, proses pemantauan, dan tindak
lanjut menjadi lebih terstruktur.

Keberhasilan kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya komitmen
Pemerintah Kelurahan sebagai koordinator yang mampu mengoordinasikan seluruh
rangkaian kegiatan mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan jadwal, hingga
evaluasi bersama. Kedua, pembagian peran yang jelas antarmitra menjadikan setiap
pihak memahami fungsi dan tanggung jawabnya sehingga pelaksanaan kegiatan
berjalan lebih efektif. Ketiga, kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga
kebersihan lingkungan mendukung keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan gotong
royong. Selain itu, keterlibatan mahasiswa KKN sebagai fasilitator serta dukungan
personel Yonif TP 891/MS dan Dinas Lingkungan Hidup mendukung koordinasi
sekaligus memberikan pendampingan teknis selama pelaksanaan kegiatan. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh
tersedianya sumber daya, tetapi juga oleh sinergi, komunikasi, dan komitmen seluruh
pemangku kepentingan. Hasil pengabdian ini sejalan dengan kegiatan pengabdian yang
dilakukan oleh (Pratiwi et al.,, 2024) yang menunjukkan bahwa observasi awal,
koordinasi dengan pemerintah desa, sosialisasi, dan kerja bakti mampu meningkatkan
semangat gotong royong serta partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan
lingkungan. Sejalan dengan itu, (Shidiq et al., 2024) melaporkan bahwa pelaksanaan
gotong royong secara rutin tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih,
tetapi juga memperkuat kepedulian, kebersamaan, dan tanggung jawab masyarakat
terhadap lingkungan (Pratiwi et al., 2024; Shidiq et al., 2024). Temuan tersebut juga
konsisten dengan kegiatan pengabdian berbasis partisipatif yang menunjukkan bahwa
pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran lingkungan, sedangkan pendekatan tindakan partisipatif menekankan
pentingnya tindakan kolaboratif dan kerja sama antarpihak (Basir et al., 2023; Lysander
etal., 2026). Dalam kegiatan di Kelurahan Lubuk Lintang, pola tersebut diperluas melalui
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pembagian peran yang terstruktur antara pemerintah kelurahan, masyarakat,
mahasiswa KKN, personel Yonif TP 891/MS, dan Dinas Lingkungan Hidup sebagai
bentuk tata kelola kolaboratif dalam tindakan bersama.

Ditinjau dari teori collaborative governance, capaian tersebut dapat dipahami sebagai
proses yang bergerak dari kondisi awal menuju desain kelembagaan, proses kolaborasi,
kapasitas tindakan bersama, dan hasil kolaborasi. Identifikasi masalah bersama
mengurangi perbedaan persepsi mengenai prioritas; pembagian peran memperjelas
aturan kerja; komunikasi selama aksi membangun pemahaman bersama; dan kontribusi
sumber daya lintasaktor memperkuat kapasitas untuk bertindak. Literatur menunjukkan
bahwa kualitas kolaborasi lingkungan sangat dipengaruhi oleh desain interaksi,
keterwakilan aktor, koordinasi, serta kemampuan mempertahankan tindakan bersama
(Avoyan, 2023; Ahmad & Esposito, 2025; Van Dorsselaer et al., 2025; Wang & Zhao, 2021).

Dari perspektif modal sosial, gotong royong menyediakan ruang untuk mengaktifkan
jaringan internal warga (bonding), hubungan antarkelompok dan organisasi (bridging),
serta hubungan masyarakat dengan institusi publik (linking). Kepercayaan dan norma
resiprositas tidak dapat disimpulkan hanya dari perubahan fisik kebersihan, tetapi dapat
diindikasikan oleh kesediaan aktor berbagi peran, bekerja pada tujuan yang sama,
mempertahankan komunikasi, dan menyepakati tindak lanjut. Keterkaitan antara modal
sosial, partisipasi, dan tata kelola lingkungan juga ditekankan dalam studi Butler dan
Current (2021), Gonzaga dan Pratama (2025), Jia et al. (2026), Zambrano-Gutiérrez et al.
(2023), serta Zhang dan Gu (2021).

Dalam konteks pengabdian masyarakat, temuan ini juga memperlihatkan bahwa
gotong royong menjadi lebih bermakna ketika tidak berhenti sebagai kerja bakti
insidental, tetapi disertai pengorganisasian, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme
keberlanjutan. Pratiwi et al. (2024) dan Shidiq et al. (2024) menekankan fungsi kerja bakti
dalam membangun kepedulian dan partisipasi, sedangkan Basir et al. (2023) dan
Lysander et al. (2026) menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dan kerja sama
antarpihak dalam pengelolaan lingkungan. Nilai tambah program di Lubuk Lintang
terletak pada pengintegrasian aksi gotong royong dengan mekanisme collaborative
governance pada tingkat kelurahan.

Meskipun kegiatan berjalan sesuai rencana, pelaksanaan program masih menghadapi
beberapa kendala. Tingkat partisipasi masyarakat pada setiap RW belum sepenuhnya
merata karena sebagian warga memiliki keterbatasan waktu akibat aktivitas pekerjaan.
Selain itu, sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan belum tersedia jadwal gotong
royong yang tersusun secara sistematis sehingga koordinasi antarpemangku
kepentingan belum berjalan secara optimal. Kendala tersebut diatasi melalui
penyusunan jadwal gotong royong secara bergilir, pembagian tugas sesuai kapasitas
masing-masing peserta, serta koordinasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh
Pemerintah Kelurahan bersama Ketua RW dan seluruh mitra. Langkah tersebut
mendorong keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan gotong royong sehingga
seluruh tahapan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Kekuatan interpretasi hasil tetap dibatasi oleh desain evaluasi yang bersifat deskriptif.
Data kuantitatif yang tersedia hanya jumlah peserta sebanyak 50 orang; jumlah peserta
pada setiap pertemuan, tingkat kehadiran, volume sampah yang terkumpul, panjang
drainase yang dibersihkan, serta skor perubahan modal sosial belum dikumpulkan
secara kuantitatif. Karena itu, perubahan fisik dan penguatan modal sosial tidak
dinyatakan sebagai efek kausal, melainkan sebagai capaian dan indikasi yang didukung
oleh observasi, dokumentasi, daftar hadir, serta diskusi evaluatif bersama mitra.
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Implikasi praktisnya, model pengelolaan lingkungan berbasis tata kelola kolaboratif ini
dapat direplikasi di kelurahan atau desa lain dengan tetap menyesuaikan kondisi sosial
dan kelembagaan setempat dan menambahkan instrumen evaluasi yang lebih terukur.

KESIMPULAN

Kegiatan PkM di Kelurahan Lubuk Lintang menunjukkan bahwa pendampingan
berbasis prinsip Participatory Action Research (PAR) dapat mengoperasionalkan tata
kelola kolaboratif melalui identifikasi kebutuhan, perencanaan bersama, pembagian
peran, aksi gotong royong, monitoring, refleksi, dan tindak lanjut. Program melibatkan
50 peserta lintas pemangku kepentingan dan terlaksana selama tiga minggu secara
bergilir di RW 1, RW 2, dan RW 3. Luaran utama berupa terlaksananya aksi pembersihan
pada lokasi sasaran, tersusunnya pembagian peran, jadwal gotong royong rutin satu kali
setiap minggu secara bergilir berbasis RW, serta mekanisme koordinasi, monitoring, dan
evaluasi lanjutan. Interaksi, kerja sama, dan tanggung jawab bersama selama proses
menjadi indikasi penguatan modal sosial, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai
perubahan kuantitatif karena instrumen khusus modal sosial tidak digunakan.
Keterbatasan lain adalah belum tersedianya data kehadiran per pertemuan dan ukuran
fisik hasil pembersihan. Tindak lanjut diarahkan pada pelaksanaan jadwal rutin,
pencatatan partisipasi dan capaian fisik, evaluasi berkala oleh kelurahan dan Ketua RW,
serta penggunaan instrumen pengukuran modal sosial agar keberlanjutan dan dampak
program dapat dievaluasi secara lebih objektif.
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